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Dalam penelitian mengenai legalitas intervensi kemanusiaan di Libya 
berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 yang 
ditinjau dari Bab VII Piagam PBB, diperoleh kesimpulan- kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dalam analisis berdasarkan Bab VII Piagam PBB, diperoleh kesimpulan 
bahwa pihak NATO sudah menjalankan intervensi sesuai dengan apa yang 
dimandatkan oleh Bab VII Piagam PBB. Meskipun beberapa pasal tidak 
dipenuhi seperti pasal mengenai keikutsertaan semua anggota PBB dan 
pembentukan Komando Staff Militer, namun selama pelaksanaan 
intervensi mencerminkan prinsip efektivitas maka intervensi tersebut 
sesuai dengan mandat Bab VII Piagam PBB. 
2. Diperoleh kesimpulan bahwa intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya 
tidak melanggar asas kedaulatan negara atau souvereignty principle, 
dikarenakan negara Libya saat itu sudah berada dalam kondisi failed states 
dan kewajiban negara- negara dalam hal ini adalah koalisi internasional 
untuk melindungi rakyat di Libya dari tindakan represif Muammar 
Khadafi lebih besar dilandasi dari prinsip kewajiban untuk melindungi 





kewajiban negara- negara untuk menghormati dan tidak ikut campur 
dalam konflik yang terjadi di Libya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa praktek 
intervensi kemanusiaan di Libya merupakan kasus intervensi kemanusiaan yang 
sangat jarang bisa terjadi dan peneliti beranggapan bahwa karakter intervensi 
seperti ini, belum tentu bisa terjadi lagi di masa depan. Dikarenakan keadaan yang 
tepat dan agen intervensi yang tepat pula yaitu keadaan dimana Muammar 
Khadafi sedang melancarkan aksi represifnya besar- besaran terhadap penduduk 
sipil di Libya dan agen intervensinya yang multilateral yaitu koalisi internasional 
NATO didampingi dengan negara- negara dari Liga Arab. 
Dikarenakan permintaan mengenai intervensi kemanusiaan yang lebih 
merepresentasikan komitmen banyak pihak atau intervensi kemanusiaan yang 
multilateral belum diatur dalam ketentuan Piagam PBB, maka peneliti 
menyarankan agar ketentuan Bab VII diperjelas dengan menambahkan ketentuan- 
ketentuan terkait dengan syarat dapat dilakukannya suatu intervensi adalah ketika 
intervensi tersebut dilakukan secara multilateral, baik oleh negara- negara yang 
memiliki kemampuan militer untuk mengintervensi berkoalisi bersama dengan 
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